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Pertanian Diusulkan
Dapat Potongan PBB

YOGYA, TRIBUN - Wakil Ketua
DFRD Kota Yogyakarta. M. Al
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yaran Pajak Bumi dan Bummm
m Usulan ini bertujuan mem-
luasan lahan pertani-

pertahankan
an di Kola Yogyakarta.

Menurut

Al Fabmi, usulan ni __la menjelaskat, bar

diajukan mengingat Tuas lahan ~Takan

fean. Fahmi mehyebut. diperhukan

regulasi umukmellndwg lahan

Pertanian Diusulkan

& Sambungan Hal 13

tidak menjual sawah di kota
masth bersifat imbauan, se-
hingga tidak mengikat atan
membuat pemilik memper-
tahankan

Seperti diketahui, Nilai
Jual Objek Pajak [NJOP)
tanah di Kota Yogyakarta
terbilang tinggi, sehingga ni-
Iai ketetapan PBB-nya juga
tinggi. Fahmi menyebut, hal
ini yang menjadi faktor pe-
milik lahan sawah mcnjual
tanahnya dan me:
kan terjadinya alih fungsi

lahan
keringanan PBB

Lt

“Regulasi
untuk lahan pertanian seti

-4 daknya bisa membuat pemi-
lik lahan mempertahankan
lahannya, karena PBB tidak
lagi menjadi beban.” ucap
Fahmi.

Berdasarkan data Di-

nas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta. lahan
pertanian tersisa sekitar
62 hektare yang tersebar
di lima kecamatan, yaitu
Tegalrejo, Umbulharjo. Ko-
tagede, Mantrijeron, dan
Mergangsan.

Ajukan Keringanan

Kepala Bidang Pembulku
an dan Penagihan Badan Pe-
ngelola Kenangan dan Aset
Daerah (BPEAD) Kota Yog
yakarta, Santosa, mengakui
selama ini belum ada keri-
nganan PBB khusus lahan
pertanian. Walaupun belum
ada regulasmya; namun pe
milik lahan bisa mengajukan
keringanan pembayaran.

“Keringanan PBE dibe-
rikan berdasarkan permo-
honan wajib pajak. Kriteria
penerima keringanan PBB
adalah orang tidak mampu.
pensiunan, dan veteran,”
ujar Santosa, Senin (9/10).
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Padahal, produk W
pertanian
terlalu banyak.” ujar Fahmi,

 pemilik
i

terutama sawah di kota  lahan pertanian karena tidak mam-
menyempit dan juga pumuu memba-

wm:wmm yar PBB, Selama inf upaya untuk

® kg halaman 14

PBB pada bangunan cagar
budaya yang mendapat in-
tensif PBB setelah melunasi
pembayaran pajak.
Santosa menjelaskan,
permohonan keringanan
PBB tersebut maksimal di-
ajukan tiga bulan setelah
sural pemberitahuan pajak
terutang diterima. Besaran
keringanan pajak yang dibe-
rikan bervariasi. Bagl wajib
pajak dari warga tak mampu
pengurangan berkisar 10-
25 persen dan veteran bisa
mencapal 75 persen. Besar-
an keringanan PBB juga me-
lihat kondisi di lapangan.
“Selama ini yang meng-
ajukan keringanan keba-

nyakan dari warga yang}

K Lanjut

tidak mampu. Untuk lahan
pertanian selama inl belum

pajak, itu juga didasarkan
pengajuan darf wajib pa- "
jak.” ]eh:m-a (gin)

IDitanggapi
[Diketahui

Pers

| =%

Instansi

Nilal Berita

Sifat

Tindak Lanjut

1. BPKAD

Netra

Biasa

Untuk Diketahui

Y ogyakarta, 28 September 2024

Kepala

lg. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005

Halaman: 13



mailto:upik@jogjakota.go.id
http://www.jogjakota.go.id
http://www.tcpdf.org

